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PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERHUBUNGAN, POS DAN
TELEKOMUNIKAS!

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 Tentang-
Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3259);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3260);

3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1884 tentang
Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
49  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3481);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048),

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 nomor 254, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881); :

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang

- Pembentukan Provinsi Kepuiauan  Riau
(Lembaran Negara Tahun 200§ Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 1893
tentang Angkutan Jatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1893
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahuﬁ 1993

tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran *

Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

"84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3530),

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3907); '

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000
tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3928);

t



18.

19.

20.

21.

22.

23

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000
tentang Kenavigasian {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4001);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Reiribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
tentang Kepelabuhanan® (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4145);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
tentang Kebandaraudaraan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4146),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERHUBUNGAN, POS DAN
TELEKOMUNIKAS!. ]

BAB {
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Datam Peraturan Daerah ini yang‘ dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepuiauan Riau.

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. -

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riaus

8.  Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah
unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis
penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
daerah kabupaten/kota.

9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
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